
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI
DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI SAMBAS,

bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib,
taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,
efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk
masyarakat;

bahwa dalam upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi
pengelolaan keuangan daerah, serta sebagai pelaksanaan
Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan
Tahun 2017 dan Surar Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
gLO11867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada
Pemerintah Kabupatenf Kota, maka perlu dilakukan pengaturan
mekanisme penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam
rangka pelaksanaan transaksi non tunai;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non T\.rnai Dalam
Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai
Undang-Undang (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Neposisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Mengingat : 1.

b.

c.

q
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3
Nomor 47, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a+OOl;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuangan anta.ra Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor aa38);

7. Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4B43) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Ats.s
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5952);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2Ot4
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 246, Tartbahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5589);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 45761, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OIO Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 457E);
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11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2OO8 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 48431 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undalg Nomor 19 Tahun 2A16 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5952);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OL7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 60+ll;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peratural Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OLl tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 310);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah
Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembarar
Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 201,6
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas
Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun
2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sambas Nomor 32);

MTMUTUSI(AN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMBAS TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini 5zang dimaksud dengan :

{



1.

2.

3.

4.

5.

r().

Daerah adalah Kabupaten Sambas.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyeienggara pemerintah daerah.

Bupati adalah Bupati Sambas.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah _yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak
dan kewajiban daerah tersebut.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungja,,,lraban
dan pengawasan keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang seianjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah ),ang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perw"akilan Daerah, dan
ditetapkan dengan peraturan daerah.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan
oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan
untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanj utnya disingkat RKUD adalah
rekening tempat pen5zimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk
membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi rnajib kepada
Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Retritlusi Daerah _yang selanjutnya elise-but Retribr-rsi. adalah plj-ngutan daerah
sebagai pemtra5.aran atas jasa atau pemberian rzin tertentn ).ang khusus
disediakan danlatau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
orang pri'nadi atau Badan.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah ],-ang selanjutnS,,a disingkat SPTPD, adalah
surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan
dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak,
dan/atau harta dan kervajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

9.

10"

7

8.

11

12.

13. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutn5za disingkat SKpD, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang
terhutang.

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok
pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus
diba5'ae'
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15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutn-va
disingkat SKPDKBT, adalah surat tetapan pajak yang menentukan tambaharl
atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

16. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat
untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.

17, Surat Setoran Pajak Daerah yang seianjutnya disingkat SSPD, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau teiah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah
melalui tempat pembayaran J-ang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah
surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi
,yang terutang.

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat
SKRDKB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah
pokok retribusi, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembal''aran
pokok retribusi, besarnya sanksi administratif, dan jumlah retribusi yang
masih harus dibayar.

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Ba5zar Tambahan yang selanjutnya
disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan
tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif
berupa bunga danf alau denda.

22. Surat Setoran Retribusi Daerah ),ang selanjutnya disingkat SSRD, adalah
bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah
melalui tempat pemba5,61ran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

23. Pengeluaran Daerah adalah uarlg yang keluar dari kas daerah.

24. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah nilai keka).aan bersih.

25. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekaS,aan bersih.

26. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, menlrimpan, menyetorkan, menatausahakan dan
mempertanggungjanvabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2V. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan
uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah.

28. Transaksi non tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu
pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat pembayaran
Menggunakan Kartu (APMK), cek, bil-r:et giro. uang eiektronik atau sejenisnya.
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29. Uang Persediaan adalah uang muka keda dengan jumlah tertentu yang
bersifat pengisian kembali (revolving), diberikan kepada Bendahara
Pengeluaran untuk membia)rai kegiatan operasional yang tidak dapat
dilakukan dengan pembayaran langsung.

Ganti Uang adalah uang yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran
sebagai pengganti Uang Persediaan yang tidak dapat digunakan untuk
pembayaran langsung.

Tambah Uang adalah Tambahan Uang Persediaan guna melaksanakan
kegiatan perangkat daerah yang bersifat mendesak dan melebihi pagu Uang
Persediaan )'ang ditetapkan dan tidak dapat diiakukan dengan pembayaran
langsung.

Beianja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara
langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara
langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Pembayaran Langsung adalah pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas
dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan
pembayaran gaji dan tambahan penghasilan dengan jumlah, penerima,
peruntukan. dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennlra disiapkan
oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

31.

30.

32.

33.

34.

(1)
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BAB Ii

IVIAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkann_va Peraturan Bupati ini adalah untuk menjadi pedoman
pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam pengelolaan keuangan daerah.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mer,rrrjudkan
pengelolaan keuangan daerah yang tertib, aman, transparan, akuntabel, efektif
dan efisien.

BAB III

RUANG LINGKUP TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal 3

Ruang lingkup transaksi non tunai sebagaimana diatur daiam Peraturan ini
meliputi transaksi penerimaan daerah dan transaksi pengeluaran daerah atas
APBD Kabupaten Sambas.

BAB IV

TRANSAKSI NON TUNAI PENERIMAAN DAERAH

Pasal 4

Transaksi non tunai penerimaan daerah meliputi :

a. pajak daerah;

b. retribusi daerah;

"l

(1)



c. hasil perusahaan daerah,"*ang dipisahkan;

d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah;

e. dana perimbangan; dan

f. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

{2) Penerimaan Pajak Daerah sebagaimala dimaksud pada al,at (1) meliputi
penerimaan Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir. Pajak Sarang Burung Walet
dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangurran.

(3) Penerimaan Retribusi Daerah sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) meliputi
penerimaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi
Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

BAB V

TRANSAKSI NON TUNAI PENGELUARAN DAERAH

Pasal 5

Transaksi non tunai pengeluaran daerah meliputi :

a, Belanja Tidak Langsung; dan

b. Belanja Langsung.

Pasal 6

(1) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a
meliputi :

a, belanja pegau,ai;

b. belanja bunga;

c. belanja subsidi;

d. belanja hibah;

e. bantuan sosial;

f. belanja bagi hasil;

g. belanja bantuan keuangan; dan

h. belanja tidak terduga.

t2) Transaksi Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (U
dilaksanakan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS).

Pasal 7

(1) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi :

a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan jasa; dan

c. belanja modal.

(2\ Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai
berikut :

.l



a. Belanja pengadaan barang dan jasa dengan nilai di atas Rp. 2.000.000,00
(dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta
rupiah) dibayarkan dengan menggunakan Uang Persediaan;

b. Belanja pengadaan barang dan jasa dengan nilai di atas Rp. 25,000.000,00
(dua puluh lima juta rupiah) dilaksanakan melalui pemb&ydran langsung
(LS); dan

c. Belanja Nltodal dilaksanakan melalui mekanisme pembayaran langsung
(LS).

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
huruf b, meliputi :

a. belanja pengadaan barang dan jasa dengan nilai sarnpai dengan
Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiahi;

b. belanja transport yang diberikan kepada peserta sosialisasi, bimtek,
seminar, rn orkshop dan sejenisnya;

c. belanja perjalanan dinas daerah dalam provinsi;

d. belanja bantuan kepada masyarakat yang bersifat kolektif/bukan
perorangan; dan

e. biaya perkara di pengadilan.

Pasal 8

Pengecualian terhadap pelaksanaan Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (i) dan ayat (2), ditetapkan dengan persetujuan Sekretaris
Da-erah.

Pasal 9

Bendahara Pengeluaran wajib membukukan setiap transaksi pengeluaran yang
te4adi per hari.

Pasal 10

Saldo uang tunai yang diperkenankan pada Bendahara Pengeluaran paling banlrak
Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari.

BAB VI

MEKANISME TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal 1 1

Penerimaan pajak daerah sebagaimana dalam Pasal 4 a1'at (1) huruf a.
diiakukan dengan cara Wajib Pajak menyetor langsung ke RKUD berdasarkan
SPTPD/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD dengan menggunakan SSPD/slip
setoran Bank dan/ atau pemindahbukuan.

Penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud da-lam Pasal 4 aSrat (1)
huruf b, diiakukan dengan cara Wajib Retribusi menyetor langsung ke RKUD
berdasarkan SKRD/SKRDKB/SKRDKBTISTRD dengan menggunakan SSRD/
slip setoran Bank dan/atau pemindahbukuan.

Penerimaan hasil perusahaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang
sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d,
dilakukan dengan cara disetor langsung ke RKUD dan/atau melalui
pemindahbukuan.

{1)

(2\

(3)

*



[1,l

{2}

(41 Penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatal daerah yang sah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dan huruf f, dilakukan
dengan cara pemindahbukuan ke RKUD.

Pasal 12

lvlekanisme transaksi non tunai pengeluaran daerah dilakukan dengErn cara
pemindahbukuan dengan menggunakan nota pemindahbukuan dan/atau
melalui Aplikasi Cash Management System (CMS).

Nota pernindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
perintah kepada PT. Bank Kalimantan Barat untuk memindahbukukan
sejurnlah dana dari rekening Bendahara Pengeluaran kepada rekening pihak
ketiga atau pihak lain sebagaimana yang ditunjuk dalam nota
pemindahbukuan.

Contoh bentuk dan isi nota pemindahbukuan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN TRANSAKSI NON TUNAI

Pasai 13

PT. Bank Kalimantan Barat wajib menyerahkan bukti pemindahbukuan
kepada Bendahara Pengeiuaran sebagai bentuk pertanggungjar,,,,aban atas
proses pemindahbukuan.

Bendahara Pengeluaran menyimpan bukti pemindahbukuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagai administrasi pertanggungjawaban.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

rzl(u,

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan terhadap
dilakukan otreh Sekretaris Daerah selaku
Daerah,

penerapan Peraturan Bupati ini
Koordinator Pengelolaan Keuangan

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi pemenuhan
sarana dan prasarana pendukung, perjanjian kerjasama dan/atau nota
kesepahaman dengan PT. Bank Kalimantan Barat.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dilakukan oleh Inspektorat
Kabupaten yang terintegrasi dalam bentuk kegiatan pengawasan.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya,
ini dengan penempatannya dalam

memerintahkal pengundangan Peraturan Bupati
Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 29 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

URAY TAJUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN

Ditetapkan di -Sambas
pada tanggal 29 Januari 201 I

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROIVIIN SUHAILI

2018 NOMOR s

Salinan dengan aslinya

KEPALA BA HUKUM,

Pembina Tk, i (IV/b)
NrP. 196806t2 199770 1 001
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LAMPIRAN PERATTIRAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 5 TAHUN2018

TANGGAI 29 JANT'ARI 2018

TENIANG PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI

NON TUNAI DALAMPENGELOLAANANGGAMN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

-4 T.]ON]'oIT BtrNIUK I)AN ISi N(/IA PEr\{]NI)AIJRIJKT]AN I]EL,AN.IA PDIi.IALAJ\i,\N DINAS LUAR PIiOVINSI

PEUERII TAH XABI'PAIEIY SAUBAS

BADAT KEUAITGAIT DAERAE

Jl. Pembugu.nm !to. 90 Sambu telp. to562l 63(,3156

Dengan ini moLron bmtum Saudm untuk memindahbulankm Umg Pemedimr Bendahaa Pengeluaau :

BADAN KEUANGAN DAERAII Ihbupaten Subas, dui:

Noruor

laupirm

Hal

Nmor Rekening

Atas Nua

NPI,!?

Paila tanggal

Progrm

Kegiataa

Uraim

: 0001/BAXEUDA-D/2018

: 4 (empat) lembar

: Pemindahbukum

5050900

BADAN KEUANGAN DAERA]] I{ABUPATEN SAMBAS

4 Jaruai 2018

: Peninglatal dm Pengeurbalgan Pengelolam Keumgm Daemi

: 4 02.4 02.02.15.22,5,2 2.15 Oz

Pengelolur SisGm Penggajim PNS Daeratr

: Dibay'mkm Biaya Perjalm Dims Lum Daerah ke Jakarta

Saubas, 4 .Imuai 201ii

licpada Yth

Pl' l3aok lialtr:rr Cabang Srerubas

di-

Smbas

(Jrllk dipndahbukrrkan/ditrarrsfer keparia pilrakkct.iga kauri clorgar riucitn

l{o.
Nama

Peuerima
Nomor Buktl Pengeluam Kas NmaBuk

Nomor

Rekenltrg

I{tlai

PembeDanatr

Nllal yang

Ditransfer

1 lrs ADRL^N 50t too 7,O8(),()00 7,O80,0O()

2 )AJILIA

BarkKa]br

Cabmg 5022.J0 ai,2a)0,000 :l.2u0.Ol-)0

Jumlah 1().3ilo.ooo 1(}.33().OOO

Kruu lrnanggulgjawab per:trir atao- kebelarzur clata -varrg kuri sarnpaikanr

l)crrrjkimr alas llantl L.u dan kerlasaruani a kiuni ucapkan torirna kasilr,

Mcugr:laJrtti rlarr Men-.,,ettrJr rJ,

Penggura Angguan / Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. 4qU9,U.Si

r IIIP. 1966O5O4 198203 r OlO

Bendahra Pengeluran

I{I'RAIM

NIP. 19a2()ro.l 1995(xt 2 0(,2

{

Pengeshan Bank



ts L-'Oh"l-Oll lll;Nl'UK I)AN lSi N.JT^ PEMIND/UIBI]KUAN iltil,AN,ln PER.IdIANAN I)lNAS l)ALAI\4 1)A],IRAII

PEilERIITTAII ITASI'PATEN SA.MBAS

BADAI{ I(ETIANGA.II DAERAH

Jl. Pmbuanaaa I{o. 90 Sambas TelD. l()5621 63(x}156

Nomor'

I-alrpilur

I{al

00o8/BAKEUDA-D/ 20t8

4 (empat) Iemba

Peuiudalbukum

Smbas, 10 Januai 2018

Kepada Yth.

PT Barrk KaLbar Cabmg Smbas

di-

Smbm

i,iltrrk diprrrdahbrrlnkau/clitrzursJbr kepa(la pihak klr.igrr kairri dr.ngarr linliirrr r

I)eugarr irri rrrolton l)urntirarr Sl rrdara rrrrtuk rnerniuclalbuhrkal lJaog

ilAllAi\i IiIitiAN{iAN I)AERAII I(abupatrn Sambas. dari :

Noruor Rekenilg

Atas Naua

NPWP

Pada tanggal

Program

Kegiatan

Uraian

liami hertruggungiar.ab peluh atas krberraran ri:r1a vang kalri saurlraikar

Dcmjkial alas bilrtni[ clan kerjasumurr a karni ucapkan terima kasih

It{t:ngela]lui dal hfr-lr cr:i ijtrL.

Pengguna Angguan / KuGa Petrggura Aogguan

Drs, AGUA, U.St

!IIP, 19660504 1982m 1 0rO

Persediaar iJt:ndalr;rra Per r6lelrr:u arr

5050900

BADAN KEUANGAN DANRATI KABUPAT,EN SAMBAS

1O Januari 2018

Penilgkatar dm Pengembmgm Pengelol,am Keuangm l)aelah

4.O2 4,O2.O2.15.22.5.2.2.15.O7

Pengelolam Sistem Penggajiil PNS Daemh

Dibayukan Biaya Perjalmm Dinas Dalam Daelah ke Kecmatan Pemmgkat

Besdahua Pengeluaan

NI'RAI!{I

I{IP. 198201(x1 1995Gi 2 flyt

No. Nama Penerima NO. Euhi Pengelutran K# Nama Bank No. Reketrlng Nilal Pembebanan Nilal yang Dltrmsfer

1 IANA, SE

Bmk Kallru

Cabmg

Smbas

501lrt 4 [t{),000 48C,.Jil0

) rANDA

llark lialbu

Cabarrg

Sarnbas

30 )2it:a 350,00o 350.Orio

Jumlah 830,OOO 830,OOO

PengesahaD Bmk



(l .lf)NTOtl IJIINTUK DAN lsl No'lA PEMINDAIIEtiI(L]AN UEI,ANJA PtitiJALn NAN l.rlNAS I\Il PROVINSI

PE}IERIITTNI ITASIIPATEIII SAMBAA

AAI'AT KEUAITGAIT DAERTII

Jl. Pcmbangum No.90 EmbsTelp. to562l 6303166

NoEor

Lffipfuan

Ha1

I O0 tolBAKtlLrJ)A-l)/.2018

,+ {empat) l.mlJru

; FrnurC;rlbnkri;ur

S.robas, l5 J.rnlLari 2t)18

Kcparln Yth

lil l'iauli Kr,llrar ('ilraIg sHIrl,a\

di-

Eube

Dengm ini mchon buhro Saudae untuk nemindahbulciea Uang Pecealizm BendElEE Peugeluaar

BADAI{ I{EUANGAN DAERAH Kabulmten Subas, dili:

Nouor Rekening

Atas N.fla

NPWP

Pada tanggal

PrrgBD

I{egEtEa

tlraim

5050soo

BADAN KEUANGAN DAERAH KABLTPATEN,SAMBAS

15 JmlEi 2O1a

1l ntr Lk rliPioclahbukukan/ dilrursler ki:prrrla pitrak keliga kan i ri cngno r inclrD

: Peninghtan dm Penge4bmgan Pengelolm Keu@gs Daemll

| 4.42 4.O2.O2.75.129 5 2 2.t5.O2

Pengelolau Teloris Peuerimm dan Pengeudaliao Peugehtmn Keuugm Daemh

: Dibavakan Bia5'a Pe{alama Dims Lutr Daera} ke Po[timak

ro" laua PeEerlEa NoEor BuHi Pengeluilm K6 Nma Batrk No. Rekenilg Nilal PembebaEm Hilai yarg Ditrusfe!

1 1AI]IYAN,I.O SE

Ra[k Svaria]1

RCP ;00000 1,368,000 l,:t51t.000

IAFJ ]'RANSFER Ba88aa 5.OftO

Jumlah 1,;168 OO0 1 368.O00

iALJI

Baok Kslbar

Csbaug lio(r600 1,0 r0,oo0 1,0to,ooo

r-ANTA

Bark lhlbar

Cabmg

Smbes

51t7700 1.0.1O,0rio 1,0I0,{i0(}

Jumlah 3.3A8,OOO 3.3Aa.OOO

Ktuili lffieUiqui&_tanrab pemrh alcs ketrcnaran dataltulg kmi snnpikau

l)cmikian niBS hanllr.ln dan keljlxlruaLrra kani rLcaplou lcriua kusiit

M.'[getp]]iui dari l,4eri\ etrrirri-

Peaggutra Anggtre I Xusa Petrgura ArEgarar

Drs, AGU8, M.At

r{rP, 19660504 19A2Gl I O10

Ee8daitra Pe[geluum

ITURAINI

rrP, 19a20103 199503 2 0{}2

.l

Pelgesahan B6k



D (l()N'loll BENlliK DAN tsi NO'lA PEMINDAI{gU}ilt.1N B[:l,AN.rA ALAT Ttrt,ts i\AN fOt

PEMERII'TAH T{AB I'PATEil SAtrBAA

BADIIIT KEUAIIGAIT DA.ERJIII

J'1. Penb'ncrrm No. 90 EaEbc TelD. 105621 6300156

Sanbas, 16 Januui 2018

liePada Y1lr

l'l ltank Kalhar Cal,arrg \,rrulrn>

rli

Eubas

Dcrrgrur uti orohon l)mtual Str]rdflrn ru1rok nlerDindali)ukukm [-]arrg Pcr*rli;ran Eendaha'a Pengclttdr])

tlAl)AN I{ELTANCAN ll^tsRAJl Kabupatcu Sirrtbas, dari:

Nomor

Lmpimu

Ha-l

Nouror Rekerring

Afars N:m:r

NPW IT

Pada tanggal

Ptogram

Iiegiatan

Unian

5050900

BAI]AN KEUANGAN DAETiAH KABUPATEN SAMBAS

16 Jmuai 2O18

llrrtl rk ! lip:iil(lahbuknkau/ .liil ilr ) sfr r liel Eda pih:rl- ket ig:l xir tri rlcr r gar L nnrian

: Peningkatan dm PengembaDgm PengelolaaD Keumgm l)erah

: 4.O2 4,O2 02 15.129 5,2.2 O1 O1

Peogelolaffi Telois Pescrimm dm PengeEdalia[ Pelgelualm Keuaagm Daerah

: Dibavarkal kepada Rasuma Belanja Alat Tulis Kmtor

llo. NaEa Pe[erlma Ifomor Buldl Pelgelu{a[ Kre I{@E Bark ilo, RekeDi[g
Ntlat

PeEbebaaan

Nilal PaJak

FEg Dlsetor
!ro, ID BiUirg [*]

Nllai ymg

Dltran6fer

t RASM;\NA

IJank Kslbm

Cillrmg 605544 4,950 500 4,432,944

2 %jak f'PN 450,O45 O l1 223344c5667

+riek I'Ph Pas.rl'21 67 507 0 1 I 2233445ai888

JuElah, 4,950,500 st7,552 4,432,944

[i:Bri lJetlanggitnlijznvab lxnu h af,rs keLenaran rlaia \,fing k1n1i qril]). kall

Druikio alas Lflrluill clan kerlasruraul,a k]ui ucapkerr ledma kasiJ)

Mengrtrhui dEtl Mcrl rtuiui,

PetrEguDa ADgguil / Xuasa Peaggutra AEggEatr

Dra. AGUA, Dl.St

IIIP.19660504 19E203 1 010

Betrdalara Petrgelutrm

ITURAINI

IIIP. 19820103 199503 2 0()2

(*) MerLvcrtakan lD Billurg

Peogesa-hil Eilk



E .)oN,I()I{ I}F]NTIJK I)AN IS] N(I,IA PEMINDAHTLJIiI-IAN BELAN.IA MALAN MINIJ\.{ NAP.{T

PEUERII| TAII I(ABI'PATEI{ AAMBAB

BA.DAII I{EUAITGAI{ DAERA}I

0o l5lLlAkEUr)A r)/201B

1(eDlartl leltrl)ar

Ikmirdai lmhr an

Sarxbas, I8 Jtuluorf 20 l8

Kcpadfl Yth

I'l Llailk Nirlbru ( ill,ailg saruLra:

di

Bmbas

L)crrgzur ili uohol bautrr:1r) Suudara rLutuk ant'nudaltLuktrkar Lli{rg P(:Eedlaol Ilelidahara Perrgcluu:rn

fIADAN I{EIiANCAN DAIIRA}I I{.rbupaTrn Subas, clirr :

Nomor

LlupiH

Hal

Nomor RekeniDg

Atas Nma

NPWP

Pada ta[gga]

5050900

BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

18 Jffiuari 2018

ProgEm

i<eEistu

Uaim

li.rDil bcr.tillg8ungia\tab l)ctuh atas kchcnaral rlirta \airg ktrti sanlEikari

Dcmikiar ntns il.iollran d;u kerjusarrrauya kaori ucapk:rn rerifla kasih

M.rnse ftrh u i (latl NIc [] elujui.

PetrgguEa Alggqm / Ilura Peugguna 3.lggilaq

Drs. AGUs, M.Ai

IiIP. 19660504 19a203 1 oto

iiJiiilk ililind.hbLrkl{lra1}y'dilrErsti'r kcl}ada pih.ik k.tiga kami dcrl8ail rm(iitrL

r Penilrgkatur ilm Pengeubmgm Peugelolaa Keumgm Daera.h

: 4.O2 4 02 A2 15.129 5.2 2.t7.O2

Pengelolail Tcknis Peoeriilffi de Pengendalian PengellHm Keumge Daem-h

: Dibayakal kepada Ma].ilg Belanja Makm Minm Rapat

Bendahus Pelgelutran

IIIURAIIII

I{rP. 19820103 199603 2 002

.{

l{o. Nua Pe[erida Nomor Bul(tl Pengelueu Ks ItaEa BaEk No. Reke[lEg
Nllai

Peubebum

Nilat PaJak

yug Disetor
No. tD Biutlg

Nilai yarg

Dltrmsfs

1 iIIAYANG

Bad< Kalbar

Cabmg 77A444 3,600,(X)0 3.16A,OOO

,) Patak Pt'h I'asal 23 7'2,OOO 01 122a3aJ{488607

:) K6 Daeftlrl 600000 ()o-2{ 5 ::160 O0O

Jumlah 3,600,ooo 12,OOO 3,524,O0O

i1 llcrrl,rtakm lD Billing

Perg6ahu Bek



F. C(.)NTOII Itl:N'lliK DAN LSt NlllA t'[:MINDAtlRLrKtrAN ttEl,r\NJA TEI-l1l1.lN

Smbas, 126 Jmu{i2O1B

Kepada Yttr.

Nomor : OO2OIBAKEUDA-D/2Ol8 PT. Bank Kalba Cabeg Smbas

Lmpim : 4 (enpat) trembar di -

HaI : PeEindahbuku@ Saabff

De agm irri mohon bmtl@ Saudtra utuk memindallbukukm Uarg Pasdilrm Bendahda Pelgeluaan :

BADAN KEUANGAN DAERAH KabupateD Smbas, dai:

llomo'Rekening : 5o5O9oO

AlAs NUa : BADAN KEUANGAN DAERAH IGBUPATEN SAMBAS

NF/P I

Pada tanggal | '26 JMoai2O1.S

U nnrk dipindalrbukukan/ ditmnsfer kepada pihak ketiga kmi itrengm rincian :

Pro'gm : Pelal.mm Admiaistrasi PelkatoED

Kegiatan : Peuyediro Jasa Kouuuikasi, Sruber Daya Ail dm Listrik

KddeKegiatan 4.02.4.O2.o2.o1.o2.5.22o3.o1

Uraia : Dibayrlon Biaya Telelrcu

PEMERIITTAH NABUPATEN SAHBAA

DADAI| IGUAITG,/I.il DA.ER,AH

.rl. PeEbEgulu IIo. 9() BaEbs lblp. (05621 6308155

l{o, NaEa Pe[eriEa l{oEor Buktl Petrgeludm Ns NaEa Bmk No. Rekenhg
IIilal

Penbebalar

Nllai yarg

Ditrilsfer

I}I' TELF]K(IM{.JNIliASI : I 0887788 I t)

l c562 - 6328 10 850,000 850,OOi)

X-62 6?''23'1'2 :i l{),000 540,OOO

3 05f)2 6:12813 185 000 ,+85.On{l

.tuulah 1,a7s,ooo I,a75,OOO

Kmi bertaaggurgjawab trEnuh alas kebemil data ymg kmi ffipaikil

Demikia atas bmtum dan kerjamuaya kami ucapkm teriro kasih

i{elgot:r}Lui rl.rri Merlyefi rjui,

Peoagguna AigEEaE / Kuas Pelgguna Atrggean

IXs. AGUS, M.Sl

xIP. 1966()5()4 198203 1 ()10

Beldahaa PeDgelrEm

I{URAINI

mP, 19a20103 199503 2 002

.l

Pe[gesahu EaDk



G CONI'OH SENTUI{ DAl.i lsi NCTA PFIN.{INI)A}{lalUI':UAN BEI^NJA l,i'\TRlK

PEMERIIYTAI IIABUPATEN SAMEAS

BADAN I{E[J.A,!{GAN D.AERAII

Sambas 26 Januari 2O1B

Nomor

Launpirm

Ha1

: Oo21|BAKEUDA-D/nLa

: 4 (empat) Iembar

:Femindahbukun

Kepada Yth.

Pf, Bank lGlbar Cabang Sambas

di-

Sgobas

BeodehEa Pelgeluuu

NURAINI

NIP. 19a20103 199503 2 002

Dengan ini mohon bantuan Saudara unLuk memindahbukukao Uang Pereediaan Bendahara Pengeluamn I

BADAN KEUANGAN DAERAH Kabupaten Smbas, dari :

NoEror Rekening r 5o5o9oo

Atas Nma I BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SAMMS

NPWP r

Peda tsnggBl i 26 Januari 2018

Untuk dipindahbulilkan/clitl?nsfer kepada pihak ketiga kami dengan rhcian :

Prcgrm

Kegiatan

Kode Rekening

Uraian

Pelayanan AdministBsi Perkantoran

Pelryediaan Jasa Komuuikasi, Sumber Daya Air'den Listrik

4,O2, +,A2.A2,Or.O2,5,2.2, 03,03

DibalariGn Biaya Listrik

Iiarni bertanggrrngjar+ab penuh atas kebenaran data yang kami sarpeikan

Dffirikian atas bantuan dan kerjasmmya kamj ucapkan terim kasih.

!1r'1 g.'ti h ri d.1t J\1.r'\'et,ljLIi,

Peaggula Anggsan / Kuam Peagguaa ArggaraE

Dra. AGUS. M.St

NrP. 19660504 1982G3 1 010

Peogeehu Bao.L

BIJPATI SAMBAS

TTI)

ATBAH ROMIN SUH.CILI

Diundangkan di Sambas

lEda tanBgal 29 Jantran 2018

SEXRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

URAY TA.JUDtN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2018 NOMOR 5

Mo. N@r P@etiEa N@@ Bulti Peageluum Krs NaEa Baa.k No. RekeDlng
Nilst

Pembeboer

Nilal FDg

Ditraosfe

I rT PLN (FERSERO)

Penampungan

Pament 1083779!!1C 1,500,ooc i,-oo,oca,l

D PEI-ANi-Y.lAll OO I 2345ir

2

iARIrFA1"trN StALlitA{

Jualah l.500,ooo l.500,ooo

t,f AR.

l'enbjna IV/ h]

NtP 196aO612 199710 1 00r

aslinyn

IJUKLJM.

.l

Sa linan ses


